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ABSTRAK 

 

“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat 

Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau” 

Oleh : 

WIRDA HAYATI RAMADHANI 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan 

Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Data 

yang di dapat dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Bukti 

Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Pegawai. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun 

manfaat dari penilitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan mengenai ilmu 

pengetahuan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan 

Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015. Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 ini 

adalah peraturan lama sedangkan peraturan saat ini yang digunakan adalah Peraturan 

Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-16/PJ/2016. Kedua peraturan ini cara 

perhitungan tidak ada yang beda hanya saja Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya 

yang berbeda Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 untuk Wajib 

Pajak Pribadi Rp. 36.000.000, Kawin Rp. 3.000.000, Tambahan anak/anggota 

keluaraRp. 3.000.000sedangkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor.PER-

16/PJ/2016untuk Wajib Pajak Pribadi Rp. 54.000.000, Kawin Rp. 4.500.000, Tambahan 

anak/anggota keluaraRp. 4.500.000 dan cara pelaporan pajak penghasilan saat ini 

sangat mudah suduh bisa di lakukan sendiri dirumah . Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa cara perhitungan menggunakan Peraturan Direktorat Jendral 

Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 sama saja dengan peraturan saat ini. 

 

 

Kata Kunci :”Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai” 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan – 

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : ” Analisis 

perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat 

Jendral Pajak Nomor.PER-32/PJ/2015 Pada Badan Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau”. 

“. Shalawat dan salam buat uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa‟at - Nya 

nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan 

guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. untuk itu penulis menerima dengan 

senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

Tugas Akhir ini.  

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan 

bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang,     

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-

32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima    

pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan netto dikurangi   

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap 

dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) terbaru. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan   

dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-

samamelaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan,       

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak     

dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 

terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 
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Sistem pemotongan dan pungutan pajak Indonesia, khususnya pajak 

penghasilan, menganut self assessment system yaitu perpajakan yang 

memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak 

(penerimaan penghasilan) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah 

pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk 

menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus 

dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dalam pribadi pelaksanaan pemungutan pajak di 

Indonesia, self assessment system masih didampingi dengan with holding tax 

system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak 

ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya 

kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui With holding 

tax system adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh 

pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang 

menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud 

adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan 

oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas 

Akhir dengan judul 
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ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI 

BEDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK 

NOMOR.PER-32/PJ/2015 PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN 

DAERAH  PROVINSI RIAU  

 

1.2  Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang     

akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana  Perhitungan Pajak Penghasilan Pengawa berdasarkan     

Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi   

Riau ? 

2. Bagaimana Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat  

A. Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk  Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pengawai berdasarkan 

Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi   

Riau. 

2. Untuk Mengetahui Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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B. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini, adalah:  

1. Bagi Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan dan menambah 

wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan pengawai berdasarkan 

berdasarkan Peraturan No.PER-32/PJ/2015 pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diharapkan penelitian ini dapat 

membantu dan memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam 

perhitungan pajak penghasilan pengawai.  

3. Bagi Pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dalam bidang PajakPenghasilan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.4  Metode Penulisan  

1. Lokasi Penelitian.  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau dan alamat  jl. Jendral Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru.  

2. Waktu Penelitian. 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan pertengan bulan 

April Tahun 2020.  

3. Jenis dan Sumber Data. 
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a. Data Primer adalah data penelitian berupa bukti pemotongan pajak 

penghasilan pegawai yang diperoleh sacara langsung dari sember aslinya 

yang berupa wawancara, pendapat, maupun hasil observasi dari suatu 

objek, kejadian, atau pengujian.  

b. Data Sekunder adalah data penghasilan pegawai yang di peroleh dari 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan juga dari sember lain 

yang berhubungan dengan permaslahan yang diteliti dalam bentuk 

catatan, buku-buku dan segalanya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara/ Observasi  

Dalam mengumpulkan data ini penulis melakukan penelitian dengan 

wawancara langsung kepada Pegawai bidang keuangan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

b. Dokumentasi  

Penulis mengumpulkan data dan mencari bahan referensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan sumbernya, baik berupa sumber tertulis maupun 

karya – karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi 

terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pengawai berdasarkan 

peraturan nomor.PER-32/PJ/2015.  

c. Analisis Data  

 



 

6 
 

Mengunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah 

didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan 

tertentu, sehingga dapat di terik kesimpulannya. 

 

1.5  Ruang Lingkup  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan hanya 

membahas mengenai Perhitungan pajak penghasilan pengawa sesuai dengan 

peraturan Nomor.PER-32/PJ/2015. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini, adalah:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penulisan, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Pengumpulan Data, Ruang 

Lingkup dan Sistematika Penulisan.  
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BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Riau, Visi dan Msisi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Riau, stuktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Riau, tugas pokok setiap seksi/unit kerja Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Riau. 

BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor.PER-32/PJ/2015. 

BAB IV  PENUTUP 

 Bab ini merupakan punutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil serta hasil penelitian serta saran-saranyang diperlikan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau  

DinasPendapatanProvinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur    

Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang     

Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau.Kemudian Sejalan 

Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan 

Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2)      

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan      

Di Daerah,Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata    

Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.Dengan Adanya Peraturan Daerah    

Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh MenterDalam Negeri Dengan    

Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980. 

DenganBerpedomanKepadaSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri      

Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau 

Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal     

31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur 

Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember      

1980.Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat 

Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan       
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Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

PokokPemerintahan Di Daerah. 

 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau  

A. Visi:  

Terwujudnya  pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran 

roda penyelenggaraan pemerintah provinsi riau secara profesional.  

B. Misi:  

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah Disepakati, maka di 

tetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Yang terdiri dari tiga misi 

utapa, antara lain: 

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 

secara optimal. 

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara 

profesional. 

3. Memperoleh dana perimbangan secara adil dan sesuaidengan potensi 

yang dimiliki. 
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Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan 

Pendapatan

Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan 

Pendapatan

Subbidang 

Pengembangan Sistem Informasi

Subbidang 

Pengembangan Sistem Informasi

Subbidang 

Pengembangan Pendapatan

Subbidang 

Pengembangan Pendapatan

Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan

Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan

Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelayanan Teknis

 (UPT)

Unit Pelayanan Teknis

 (UPT)

Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Subbagian 

Perencanaan Program

Subbagian 

Perencanaan Program
Subbagian 

Kepegawaian dan Umum

Subbagian 

Kepegawaian dan Umum

Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Subbidang 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Subbidang 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Subbidang 

Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Subbidang 

Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan

Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah

Bidang 

Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Bidang 

Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Subbidang 

Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya

Subbidang 

Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya

Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak

Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak

Subbidang Penerimaan Dana 

Bagi Hasil Bukan Pajak

Subbidang Penerimaan Dana 

Bagi Hasil Bukan Pajak

Bidang 

Pajak Daerah

Bidang 

Pajak Daerah

Subbidang

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor

Subbidang

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor

Subbidang 

Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya

Subbidang 

Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya

Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak 

Daerah

Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak 

Daerah

SekretariatSekretariat

 

2.3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau  
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2.4 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau  

 Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Badan Pendapatan Asli       

Daerah Provinsi Riau, Adapun tugas pokok pada masing-masing seksi pada 

Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut . 

A. Kepala Badan 

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan     

Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang     

urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada    

Badan Pendapatan Daerah. 

B. Sekretaris 

(1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,   

dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Sekretariat;  

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;  

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan 

Program; 

c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 

program/kegiatan dari masing-masing bidang; 
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d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah unit kerja; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional  Prosedur; 

f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 

koordinasi teknis; 

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset; 

d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan dan aset; 

f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 

g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 

penguasaan Badan Pendapatan Daerah; 

h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; 

i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi; 

j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban  anggaran; 

k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan 

pencatatan aset; 

l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 

kerja; 
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m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian 

dan Umum; 

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Analisa 

Beban Kerja, peta  jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

kompetensi, dan evaluasi jabatan; 

f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

g. membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

h. menyelenggarakan urusan kehumasan; 
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i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 

serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan 

dinas; 

k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 

keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 

m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat; 

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

  

C. Kepala Bidang Pajak Daerah 

(1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pajak Daerah;  

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak 

Daerah;  

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

1. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 
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c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

e. menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

f. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi 

terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 

g. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala; 

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan 

mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk 

peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor; 

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan 
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j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Pajak Daerah Lainnya; 

c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 

Daerah Lainnya; 

d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya; 

e. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 

potensi dan kondisi objektif daerah; 

f. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya secara berkala; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam 

rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; 

h. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak 

Daerah Lainnya; 

i. melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian 

penerimaan Pajak Daerah Lainnya; 
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j. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 

potensi dan kondisi objektif daerah; 

k. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya secara berkala; 

l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah 

Lainnya; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan 

Pelaporan Pajak Daerah; 

c. melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi 

dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

d. menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke 

Kabupaten/Kota; 

e. menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk 

penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah; 
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f. melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil      

Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;  

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan    

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan 

Pelaporan Pajak Daerah; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

D. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan   

Dana Bagi Hasil 

(1) Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan   

Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi,      

fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi 

dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan     

Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi    

Hasil Bukan Pajak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada  

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana 

Bagi Hasil;  
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b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi 

Hasil;  

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

1. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; 

c. melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek 

potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; 
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d. melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuai perhitungan 

pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya; 

e. melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah 

dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; 

f. menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; 

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan 

Pendapatan Asli Daerah Lainnya; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Dana Bagi Hasil Pajak; 

c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak 

dalam peningkatan pendapatan daerah; 

d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak; 
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e. menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 

yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum 

daerah; 

f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; 

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 

c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil 

Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah; 

d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 

e. menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 

yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;  

f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 
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g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Bukan Pajak; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

E. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 

(1) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas 

pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang 

Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data 

Pendapatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;  

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;  

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 



 

26 
 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

1. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengembangan Sistem Informasi; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 

Sistem Informasi; 

c. melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, 

Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan; 

d. melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di 

bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan 

Aplikasi Pendapatan; 

e. melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan 

Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan; 

f. menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis 

penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, 

sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan 

Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan; 

 



 

27 
 

g. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan 

administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur 

Sistem dan Aplikasi Pendapatan; 

h. menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang 

Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi 

Pendapatan; 

i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan 

dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur 

Sistim Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan;  

j. melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan 

infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan; 

k. melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi 

Informasi Pendapatan; 

l. melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi 

Pendapatan; 

m. melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur 

Teknologi Informasi Pendapatan; 

n. melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi 

Informasi Pendapatan; 

o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; 

dan 
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p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengembangan Pendapatan; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 

Pendapatan; 

c. melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan; 

d. melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah; 

e. menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan 

Pendapatan daerah; 

f. melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan; 

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan; 
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b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan 

Data Pendapatan; 

c. menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi 

untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-

masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data 

Pendapatan; 

e. melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang 

Pengolahan Data Pendapatan; 

f. membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, 

bulanan, triwulan, semester dan tahunan; 

g. menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, 

jangka menengah dan jangka panjang; 

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan; 

dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

 



 

30 
 

F.   Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 

(1) Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai 

tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, 

Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;  

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;  

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

1.   Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pembukuan dan Pelaporan; 
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b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan 

dan Pelaporan; 

c. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi 

penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah; 

d. melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern; 

e. menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan 

penerimaan Pendapatan Daerah; 

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengawasan dan Penerimaan Daerah; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan 

dan Penerimaan Daerah; 
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c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana 

Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan; 

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan 

Daerah; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; 

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut 

Pengawasan dan Pembinaan; 

c. menfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal 

maupun internal; 

d. melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara 

berkala; 

e. memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal; 

f. melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya 

terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
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g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan; 

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat di ambil olehpeneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Dari segi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh 

KantorBadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan aturan 

perundang-undanganperpajakan terbaru yakni Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor. PER-32/PJ/2015 untuk perhitungan PPh Pasal 21 khususnya 

perhitungan pada SPTTahunan. 

b. Cara penyetoran dan pelaporan SPT karyawan KantorBadan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau sudah melalui pelaporan secara online yaitu memalui 

E-Filing PajakOnline.  

Penggunaan peraturan DJP No.PER-16/PJ/2016 atau peraturan PTKP saat         

ini dari 6 sampel gaji di atas hanya 2 orang saja yang dikenakan pajak 

penghasilan pasal 21, yaitu ibu Hj. RAUDA RIZA ,SE, MM dan Bapak 

ZULKAFLI, S. SOS dan 4 orang lainnya tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 

21.  
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           Dampak positif yang di dapat dari penggunaan peraturan PTKP saat ini 

adalah bagi beberapa wajib pajak tidak dikenakan pph pasal 21 dan beberapa 

lainnya terjadi pengurangan pembayaran pph pasal 21.   

2. Saran  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penulis 

maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan yaitu: 

a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan 

pembangunannasional, oleh karena itu diharapkan agar Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau tetapmelakukan kewajibannnya untuk 

melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuhtempo dan pelaporan 

PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak 

merugikan karyawan, kantor maupun pemerintah 

b. Bagian Keuangan tetap up to date mengenai perkembangan ketentuan 

perpajakanyang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku diIndonesia sering mengalami perubahan sesuai 

dengan situasi dan kondisi mengikutiperkembangan sosial dan ekonomi 

sehingga tidak akan terjadi kesalahan perhitunganPajak Penghasilan Pasal 

21. 

c. Bagian Keuangan ering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan perpajakan danmenggali informasi lebih dalam mengenai peraturan 

perpajakan terbaru terlebihkhusus menyangkut PPH 21 dan Pajak yang 

berlaku     dalam  Kantor   Badan     Pendapatan     Daerah   Provinsi   Riau. 
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